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BUPATI JEPARA

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 12 TAHUN 2011

TENTAING

PEMBERIAN PERPANJANGAN DISPENSAS] PELA YANAN

PENCATATAN KELAHIRAN
BUPATI JEPARA,

bahwa dalam rangks memberikan perlindungan ansk dan urtuk
mempercepal pencapaian saswan Rencana Strategi s Nasional 201
~Semud Anak Indoncsia Tercatat Kelahirannya”, diperiukan adamya
kemudahsn dalam pelayvanan pencatatan kelahiran:

babwa Perawran Dupati Jepara Nomor % Tahun 2010 tentang
Pemberian Dipensasi Pelayanan Percatman Kelahiran masa
betiakunya 1ciah berakhir;

babwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeni
Nomor 472.11/5111/5) perhal Perpanjangan  Masa  Berhikn
Dispensast  Playanan Pencatman Kelahiran, dipandang petiu
memberikan  perpanjangan  dispensasi - pencatatan kclatiran &
Kabupawen lepara.

bahwa herdasarkan pertimbangan sebagsimana dimakswd pada
hruf 2. huruf b dan huref © perts menctapkan Peraturan Bupati
tentang Pemberian Perpanjangan Dispensasi Pelayanan Pencatatan
Kelahiran.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah -
Dacrsh Kabupaten dalarn Linghungan Provinsi Jawa Tengab;

Undang — Undang Nomor | Tahun 1974 icntang Perkaw inan (Lemberan
Negara Republih indonesia Tahon 1973 Nomor l, Tambahsn Lembarsn
Negra Republik Indonesia Nomor 3019

Undang - Undang MNomor % Tahun 2002 wntang Perlindongan Anak
(Lembaran Ncgara Republik  Indonesia  Takun 2000 Nonww 109,
Yambahen Lembaran Negara Republik ladonesia Nomor £ 35);

UM-MWJZ'I'MWWW
Deerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126. Tambohan 1.embaran Negara Republik Indonesia Nomor H3T)
sebagaimana telah bobcripa kab divbah vrakhir dengan Undmg -
UMmmNmmrlZTﬁmZ[ﬂEmM:Hm Kodus At
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Daerth (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59.
¥1ambehan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4844).
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Undang — Undang Nomor 12 Talun 2006 leniang Kewsrgaoegarsen
Republik Indonesin (Lembunin Negma Republik ndoncsis Tabun
2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negamn Republik Indoncsia
Nomor 4634);

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 icotang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2006
Noinoe 124, Taombahun Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 4674);

7. Perawran Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 lahun 2006 tertang Admmistrass
Kependudukan (Tembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 80, Tambshan lLcmbaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 47363;

£ Kepumsan Presiden Nomor 88 Tahun X%M tmtang Pengelolam
Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Nepara  Republik
Indonesie Tabun D04 Nomor 195

$,  Peorsturan Presiden Nomor 25 labun 2008 tentang Pevssaratan dan
Tata Carn Pendaltaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

10. Perabiran Menteri Dalam Neperi Nomor 28 Tahm 2005 tenang
Pedomin Penvelenpgarsan Pndaftaran Penduduk dan Pencatatan Sl
d Daerah;

11. Peraturan Dacrah Kabupatcn kpara Nomor 2 Talun 2010 wntang
Penyelenggaman Administrasi  Kependudukan (Tembaran Diacrah
Kabupaten Jcpars mhun 2010 Nomor 2)

12 Peraturan Daerah Kabupaten depara Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu lande Penduduk Dan Akta
Castan Sipil (Tembaran Dacrah Kabuparn Jepara talun 2010
Nomnor 7

13. Peraturan Daerah Kabupaten kpara Nomor 17 Tahbun 2010 wontang
Organisasi dan Tas Kerja Dnas Deerah  Kabupaicn  Jeparn
(lembaran Dwersh Kabupaten Jpara Tabun 2010 Nomor 17,
Tambzhan Lembaran Dacrah Kabupaten Jepara Tahun 2010
Nomor 17).

MEMLUTUSKRAN

Menctaplan . PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBCRIAN PERPANJANGAN
DISPENSASI PLELA YANAN PENCATATAN KELAHIRAN.

BAB |
KETEN TUAN UMUM
Pusal |

Dalam Persturan Bupati ini dimaksud dengan:

.  Dacrah sdakb Kabupalen Jepara. ;

3 Pemcrintah Dacrah odulah Bupati dan Perangkal Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemenintahan Jdaerah.
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Bupets adsiah Bupati Jepara.

Administrasi Kependudukan sdalah rangkaisn kegiatan pensasn dan penertbam  delam
dokumen dan Dam Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, P enctstan

Sipil, pengelolaan informasi Administrasi  Kependudukan scrta  pendsyagunasn hasinya

utuk pelayanan publik dan pembangunan sekior lain.

Warga Negara Indonesia sclani uinya disingkat WN| adakh orang - orang bangsa Indoncsin

asl dan orang — orang bangsa lain yang disahkan dengan undang — undang sebagsi Wargs

Negara Indonesia.

Pencatatan Kelshiran adalah kescluruhan proses kegiatan sang meliputi pdaporan, pencl lian berkas
dan persyarmian yang diperiuban, pencatsian helahiran deam buku register akia seria pencrbian
kutipan akia helshiran;

Dispensasi Pencatatan Kelabican adalsh dispensasi pelnyanan akia kelshiran bag penduduk Warga
Negara Indoncsa yang lahir sebelum berlabunya Undang — Undang Nomor 23 Talun 2006 Tentang
Administrasi Kependudukan:

Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah ientitas resmi Penduduk sebagu
bukti diri yang diterbitkan cleh Instansi Pelaksana yarg berbku di seluruh wilayeh Negara
Kesstuan Reputlik Indonesia,

Kepala Dinay Kependuduban dan Poncatatan, Sipil yang selanjutnya disinghat Kepals D) sdukcapil
adsizh Kepal Dinas Kependudukan dan Pencatstan. Sipil Kabupaien lepars.

BAB 0
PELAKSANAAN PEMBERIAN DISPLNSASI

Bagian Kesatu
Pencatatan Kclahiran

Pasal 2
Dipensasi Pelayanan Pencatatan Kelshiran adalah dispensasi pelayanan akta kelahiran
vang diberikan bepada WNI yang lahir sebelum beriakunyas Undang — Undang Nomor 23
Tamn 206 tentang Administrasi Kependudukan:

Dispensast pelayanan akia kelahiran sebagaimana dimaksud pads ayat (1) diberikan dengan
tidak memerlukan penetapan Penpadilan Negeri,

Fasal 3

Pemberian Dispensasi Pelevanan Pencatatan Kelshiran terbitung mulai tanggal 1 April 2011
sampai dengan tanggal 30 Desember 2011,

BAB I
PERSYARATAN, MEKANISME DAN BIA YA PELA YA YAN

Daginn Kesatu
Persyaratan

Pasal 4

Percyaratan uniuk pergajuan Dispensasi pelayansn pencatatan kelahiran terdint dari:

® =0 phTE

surst kelahiran sl dan desa

surst keterangan kelahiran dari Dok er/BidanPenolong Kelahiran:
photo copy K1P orong wa;

photo copy KK orang tus

photo copy kutipan 8k 1a perkawinanbuky nikah orang tus,

wurgt kelerangan dari Desa (lerlambat lapor};

saks yary sudah Jdewasa 2 (dua) orang dan photo copy KIP saksi.
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Bagian Kedua
Mekansane

Pusal §
Ketentuan icbih lanjt mengenai mekanisme pembenan dispensasi pelayanan pencalatsn

kclahiran ditctapkan olch Kepals Disdukcapil sesuai ketentuan permdang - undangan yang
beriaku.

Bagian Ketiga
Riaya Melayanan

Pasal 6

Biaya Dispensasi pelayanan percatatun kelahian sesuai demgan Peranman Dacrah Kabupaien
Jepara Nomor 2 Tatum 2010 temtang Penvelenggaraan Administrasy Kependuduban,

BABIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai ek nis pelakzsmaannya
gkan diatur keteh lanjul ofch Kepala Disdukcapil.

Pasal 8
Pudn sant berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peratwran Bupati Jepars Nomor %6 Talun 2010
toiang Pemberian Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahian (Bevia Duerah Kabupaten Jepara
Tatun 2010 Nomor 559). dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9
Peraturan ini beriaku pada tanggal diundanghkan.

Agar sctizp orarg mengelahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupeti @i dengan
Penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Jepars.

—— - - Ditetapkan di Jepara
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Diundangkan & Jepara
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA

SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 Nomeor
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